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BAB 8  

KESIMPULAN DAN SARAN 

8.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dengan menggunakan metode AHP untuk analisis data, stakeholder 

dapat menentukan pilihan vendor melalui kriteria yang sudah ditentukan 

dan disepakati. 

b. Dapat diketahui bahwa vendor terpilih memiliki nilai yang memenuhi 

harapan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dengan pengecekan 

konsistensi pada semua kriteria, serta mendapatkan persetujuan dari 

stakeholder dengan anggaran perusahaan Rp 250.000.000, - 

 
8.2. Saran 

 Berdasarkan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan, berikut beberapa saran 
untuk penelitian selanjutnya yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Dalam penelitian ini penentuan nilai kriteria dilakukan dengan metode 

wawancara kepada pihak stakeholder. Diharapkan penelitian berikutnya 

dapat dilakukan metode metode scoring untuk mendapatkan akurasi nilai 

yang lebih baik. 

b. Akan sangat baik apabila memungkinkan penelitian ini sampai pada 

tahap implementasi, sehingga dapat diperoleh hasil aktual mengenai 

perbaikan atas tertundanya pesanan pelanggan.  
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Lampiran 5.1 Surat Perjanjian Kerjasama 

 

TENTANG 

Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Produksi dan Pemasaran 

 

Pada hari ini, …………, tanggal …………….2023, yang bertanda tangan di bawah 

ini: 

 
1. Hermawan BP, Direktur PT. ATMI SOLO, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama PT. ATMI SOLO, berkedudukan hukum di Solo, beralamat 

di Jl. Mojo No.1, Karangasem, Laweyan, Surakarta, untuk selanjutnya 

dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

2. Sony Rachmadi P, Direktur PT Global Sukses Solusi, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama PT Global Sukses Solusi, berkedudukan 

di Jl. Pakuningratan No.15, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, 55233 

untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dapat 

disebut juga PARA PIHAK. 

 

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah setuju dan 

sepakat untuk membuat Perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

DEFINISI KERJASAMA 
 

Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama Operasional, yang 

dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang perancangan 

sistem informasi pengelolaan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan 

dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini. 
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Pasal 2 

RUANG LINGKUP KERJASAMA 

 
(1) Objek kerjasama pada perjanjian yang dilakukan antara PIHAK 

PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan sistem yang sah menurut 

hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

(2) PIHAK PERTAMA menyediakan segala keperluan data dan informasi 

yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA 

(3) PIHAK KEDUA menyediakan hasil sistem informasi sesuai yang sudah 

disepakati bersama kepada PIHAK PERTAMA. 

 
Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

 
(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pemberian informasi dan data 

kepada PIHAK KEDUA untuk bisa dikelola dan dituangkan dalam sebuah 

sistem informasi. 

(2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi 

yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sehingga hasil sistem informasi 

yang dihasilkan sesuai dengan permintaan. 

(3) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya pembuatan sistem informasi 

yang dikeluarkan PIHAK KEDUA dalam bentuk penawaran resmi. 

(4) PIHAK PERTAMA berhak mendapat garansi berfungsinya sistem 

informasi selama satu (1) tahun sejak serah terima pekerjaan dari PIHAK 

KEDUA. 

(5) Dalam pelaksanaan kerjasama, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat 

memenuhi kewajiban dan tugas yang telah ditentukan dan ditetapkan 

untuknya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan perjanjian 

dan berhak mendapatkan kompensasi atas biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan. 
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Pasal 4 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

 
(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas terciptanya sistem informasi 

sesuai dengan spesifikasi yang diminta PIHAK PERTAMA.  

(2) PIHAK KEDUA wajib memenuhi waktu penyelesaian pembuatan sistem 

infromasi sesuai dengan kesepakatan yang dituang dalam penawaran 

resmi. 

(3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK 

PERTAMA sesuai dengan penawaran yang sudah disepakati. 

(4) PIHAK KEDUA berhak menolak pengembangan sistem dari PIHAK 

PERTAMA apabila usulan pengembangan diluar kesepakatan yang ada 

dalam penawaran resmi. 

(5) Dalam pelaksanaan kerjasama PIHAK KEDUA wajib menyampaikan 

progress sekurang-kurangnya tiga (3) kali sebelum hasil akhir diberikan 

kepada PIHAK PERTAMA. 

Pasal 5 
JANGKA WAKTU 

 
Perjanjian ini berlaku satu (1) tahun setelah ditandatanganinya perjanjian ini. 

Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. PARA PIHAK sepakat memperpanjang perjanjian kerjasama ini. 

b. PARA PIHAK dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa 

berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara 

tertulis apabila berkehendak untuk melakukan perpanjangan jangka 

waktu kerjasama perjanjian ini. 

Pasal 6 
KORESPONDENSI 

 
(1) Segala surat menyurat yang berkaitan dengan PARA PIHAK  akan 

ditujukan dengan alamat sebagai berikut : 

a. Apabila ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, maka dialamatkan 

kepada : 

PT. ATMI SOLO 

JL. Adisucipto / Jl. Mojo No. 1 Karangasem, Laweyan, Surakarta 

57145 
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Telp. (0271) 714466 / Fax. (0271) 714390 Up. Direktur PT. ATMI 

SOLO 

 

b. Apabila ditujukan kepada PIHAK KEDUA, maka dialamatkan kepada 

: 

PT. Global Sukses Solusi 

JL. Jl. Pakuningratan No.15, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, 

55233. 

 
(2) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespodensi oleh salah satu 

PIHAK, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus 

diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya. 

 
Pasal 7 

PENGAKHIRAN PERJANJIAN 

 

(1) Jangka waktu kerjasama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya 

perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan akan 

berakhir apabila: 

a. Pelaksanaan kerjasama telah selesai dengan dibuktikan telah 

habisnya masa pelaksanaan kerjasama, serta seluruh hak dan 

kewajiban antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 

b. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK 

dalam kerjasama. 

c. Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk 

mengakhiri perjanjian ini. 

(2) PARA PIHAK telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya di 

dalam perjanjian ini. 

 

Pasal 8 

FORCE MAJEURE 

 

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan 

kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi  force majeure. 

(2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-

keadaan sebagai berikut: 
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a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan 

kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia. 

b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang 

ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA 

PIHAK untuk mengatasinya. 

c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun 

tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. 

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeur). PIHAK KEDUA harus 

memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-

lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai 

bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa 

berakhir. 

. 
Pasal 9 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 
Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan 

dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara 

musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

 
Demikian Perjanjian ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh kedua 

belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak. 

 

 

            PIHAK PERTAMA                                             PIHAK KEDUA 

                                                     

     (HERMAWAN BUDI PRASETYO)                      (SONY RACHMADI P) 

 

SAKSI-SAKSI 

-       …………………………..                   - ………………………….. 

-       …………………………..               - ………………………….. 
 

 

 


